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ABSTRAK

Masyarakat pada zaman sekarang ini sangat bergantung dengan
gula, gula merupakan suatu produk yang sangat penting. Banyak
masyarakat pada masa sekarang mengkonsumsi gula sebagai salah satu
bahan untuk membuat suatu produk makanan maupun minuman. Pada masa
Globalisasi seperti_sekarang ini makanan maupun minuman yang dijual
kepada masyarakat tidak terlepas dari-gula sebagai bahan untuk membuat
suatu produk makanan dan minuman tersebut, masyarakat banyak
tergantung dengan gula pada masa sckarang ini. Oleh karena itu banyak
pelaku usaha yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperoleh
keuntungan yang lebihbesar, dengan, cara menjual gula Kristal rafinasi
kepada masyarakat dengan harga seperti gula pasir biasa.gula kristal rafinasi
itu tidak boleh diperjualbelikan langsung kepada masyarakat, karena gula
tersebut merupakan gula sebagai bahan bantu produksi bagi UKM maupun
UMKM.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah
pengaturan pengawasan hukum terhadap peredaran gula kristal rafinasi di
Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Perdagangan ' Gula _Kristal Rafinasi serta
bagaimanakah pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap peredaran
Gula Kristal Rafinasi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor Ly Tahun 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal
Rafinasi.

Jenis penclitian ini adalah penelitian empiris melalui sifat deskriptif.
Pada penelitian ini penulis bermaksud melihat langsung bagaimanakah
pengaturan pengawasan. hukum, terthadap- peredaran gula kristal rafinasi di
Kota Pekanbaru dan bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap
peredaran gula rafinasi di pasar maupun toko -toko sembako di Kota
Pekanbaru. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara
dan kuesioner.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pengawasan terhadap
peredaran gula “rafinasi di Kota Peckanbaru merupakan kerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Bersama instansi lainnya dengan cara
melakukan sidak ke bebrapa pasar di kota Pekanbaru dan beberapa toko
sembako yang ada di Kota Pekanbaru serta bila menemukan gula kristal
rafinasi tersebut Dinas perindustrian dan Perdagangan akan menyitanya sera
memberikan peringatan bagi pelaku usaha tersebut, serta bagi konsumen
yang merasa dirugikan dapat memingta ganti rugi dan bisa melalui jalur
hukum yang mana di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun
2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Peredaran Gula Rafinasi Di
Kota Pekanbaru
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ABSTRACT

Today's society is very dependent on sugar, sugar is a very important
product. Many people today consume sugar as an ingredient to make a food
or beverage product. In the era of globalization as it is today, food and
beverages sold to the public cannot be separated from sugar as an
ingredient to make a food and beverage produet, many people depend on
sugar at this time. Therefore, many business actors take advantage of this
condition to gain greater profits by selling refined crystal sugar to the public
at prices similar to ordinary granulated sugar. Refined crystal sugar cannot
be traded directly to the public, because the sugar is sugar as an auxiliary
material. production forSMEs and-SMEs.

Thexmain problem in this studyiis how to regulate the legal
supervision of the circulation of refined crystal sugar in Pekanbaru City
based on the Regulation of the Minister of Trade No. 1 of 2019 concerning
the Trade of Refined Crystal Sugar and how is the implementation of
consumer. protection against the circulation of Refined Crystal Sugar in
Pekanbaru City based on the Regulation of the Minister of Trade No. I of
2019 concerning the Trade of Refined Crystal Sugar.

This type of research is empirical research through descriptive
nature: In this study, the author intends to see firsthand how the regulation
of legal supervision of the circulation of refined crystal sugar in Pekanbaru
City and how is consumer protection against the circulation of refined sugar
in markets and basic food shops in Pekanbaru City. Data collection
techniques using interview techniques and questionnaires.

The results of .this study indicate that the supervision of the
circulation of refined ‘sugar’in, the city of Pekanbaru is the work of the
Department of Industry and ITrade with other agencies by conducting
inspections to several markets in the city of Pekanbaru and several basic
food shops in the city of Pekanbaru. Industry and Trade will confiscate it
and give warnings to these business actors, as.well as consumers who feel
aggrieved can ask for compensation and can.go through legal channels
which in the Regulation of the Minister.of Trade No. I Year 2019 Regarding
Refined Crystal Sugar Trade
Keywords: Consumer Protection, Refined Sugar Circulation in
Pekanbaru City
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BABI

PENDAHULUAN

980-an yang
alisasi dan

ahan — bahan

AN

makanan dan
vagi kehidupan
ini telah maju

dan minuman

LA LIS

dibelinya dengan mudah dan praktis. Dengan begitu kita sebagai konsumen
wajib berhati — hati dalam memilih suatu barang dan atau produk yang di
edarkan oleh pelaku usaha agar tidak mengalami kerugian dalam bentuk
apapun. Apabila kita tidak bisa berhati — hati dalam memilih produk

makanan dan bahan bahan makanan, sehingga pelaku usaha yang tidak

! Prof.Dr.Romli Atmasasmita, S.H., LL.M, Hukum Kejahatan Bisnis: Teori Dan Praktik Di Era
Globalisasi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.10
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bertanggung jawab hanya akan menjadikan konsumen sebagai bahan
eksploitasi semata.

Pada masa Globalisasi saat ini para konsumen dan produsen saling

memperoleh

itu untuk

pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan
konsumen, seperti mengedarkan makanan yang tidak sesuai standar
kelayakan untuk dikonsumsi bahkan melanggar peraturan perundang —
undangan yang berlaku.

Menurut Az. Nasution pengertian perlindungan konsumen adalah

hukum konsument yang berisikan kaidah — kaidah atau aturan aturan yang
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bersifat mengatur,dan berisikan perlindungan bagi hak — hak konsumen.
Sedangkan pengertian hukum konsumen ialah suatu keseluruhan asas —

asas dan aturan — aturan hukum yang mengatur hubungan pelaku usaha dan

keluarga, orang ' m mak hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan”.
Pengertian Pelaku Usaha menurut PP No 4 Tahun 2019 pasal 1

angka 2 pelaku usaha ialah:

2 AZ Nasution, HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN : SUATU PENGANTAR, Diadit
Media, Jakarta, 2014, him.14
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“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan nadan hukum

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah

wpun Bersama-sama

1 berbagai

asa revolusi
a pertanggung
onsumen merasa
jenis hubungan

konsumen dan

produsen maka tanggung jawab atas produk dan perlindungan hukumnya
dapat menjadi suatu persoalan.

Adanya hubungan usaha yang terjadi secara tidak langsung melalui
mata rantai distribus attau berbagai jalur perantara seperti agen, distributor,
grosir, pengecer, sub-distributor ini sangat berpengaruh terhadap konsumen

yang mengalami kerugian. Hal ini dapat mempersulit untuk mengetahui
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siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh suatu
konsumen.

Keharusan tanggung jawab pelaku usaha muncul apabila konsumen

psumen terjadi akibat
" ‘ ““‘ ., %. erada dalam

ekonomi.

di Kota Pekanbaru merupakan masalah hukum perlindungan konsumen
yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha. Sebagaimana gula
termasuk dalam daftar Sembilan bahan pokok (sembako), yang dimana gula
ini merupakan suatu bahan yang sangat diperlukan masyarakat di seluruh
Indonesia di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Gula ini digunakan

masyarakat dalam kehidupan seharu-hari baik untuk membuat suatu
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makanan atau untuk membuat suatu minuman. Selain gula digunakan dalam

kehidupan berumah tangga kita dapat juga menukan gula di restoran atau

café-café. Gula banyak digunakan sebagai pemanis dalam suatu minuman

baik dalam membuat makanan atau minuman. Oleh karena itu konsumen

harus berhati — hati dalam membeli gula untuk kehidupan sehari — hari. Ada

berbagai macam jenis, yaitu:

1. Gula pasir, yaitu gula yang paling umum yang digunakan sebagai
pemanis pada makanan maupun minuman, atau dapat dijadikan

pengawet pada produk seperti selai.
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2. Gula cokelat, yaittu gula pasir yang berwarna cokelat akibat gabungan

sisa cairan gula atau butiran yang sengaja dicampur dengan cairan gula.

3. Gularendah kalori, yaitu gula yang terbuat dari maltodextrin. Zat sintetik

ini juga lebih

nakan sebagai

(Permendag) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal

Rafinasi (GKR). Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) ini
ditetapkan pada 11 Januari 2019 dan mulai berlaku pada 21 Januari 2019.
Peraturan Menteri Perdagangan ini merupakan penyempurnaan dari
Peraruran Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2015 tentang

Perdangangan Antar Pulau GKR. “Dalam aturan tersebut tepatnya dalam
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pasal 5 dijelaskan bahwa produsen Gula Kristal Rafinasi dilarang menjual
gula tersebut kepada distributor,pedagang pengecer,atau konsumen.” Gula

Kristal Rafinasi hanya boleh diperjualbelikan oleh produsen kepada

No.

Gula rafinasi jauh lebih buruk daripada gula alami. Terlalu banyak
menkonsumsi gula rafinasi dapat membahayakan buat tubuh manusia. Jika

mengkonsumsi gula rafinasi terlalu banyak dapat meningkatkan resiko

3https://www.google.com/amp/s/suarapekanbaru.com/amp/detail/900/waspada-

ditemukan-gula-oplosan-beredar-di-pasar-pekanbaru, diakses pada tanggal 04
Januari 2022 pukul 12.00 WIB
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obesitas dan penyakit jantung. Beberapa jenis gula, termasuk gula rafinasi

dapat meningkatkan kadar gula dalam tubuh kita yang dapat menyebabkan

diabetes dan berbagai macam penyakit lainnya. Gula rafinasi juga disebut

AN

a rafinasi dapat

eptin. Padahal,

\Q\\E\W\

%
&
&
S
5
(4]
=y
g
2

Menurut sebuah studi, terlalu banyak mengkonsumsi gula rafinasi dapat
meningkatkan resiko seseorang mengalami gangguan

mental,depresi,dan lainnya.

3. Penuan dini

Jika seseorang memiliki kolestrol tinggi lebih baik memperhatikan

kondisi tubuihnya. Menkonsumsi gula rafinasi dapat menyebabkan
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meningkatkan atau menyebabkan kolestrol tinggi yang mana ini sangat
berbahaya bagi kondisi Kesehatan tubuh manusia.

4. Timbulnya gangguan — gangguan pada proses pembentukan tulang

erus menerus dapat

. @
!““ .@ erves karna

imunitas dalam tubuh manusa yang dapat mengakibatkan manusia
gampang terserang penyakit — penyakit lainnya.

Menurut Yusuf Shofie Hingga kini pelanggaran-pelanggaran hak-

hak konsumen masih sangat kasat mata dijumpai dalam aktivitas

keseharian. Kriteria untuk mengukur dugaan adanya pelanggaran—

pelanggaran hak-hak konsumen :

10



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

1. Norma-norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang

Perlindungan Konsumen sebagai “undang-undang payung “ dan

2. Norma-norma (perlindungan konsumen) lainnya diluar Undang-

dan/atau jasa yang di perjualbelikan oleh pelaku usaha.
Kasus peredaran gula rafinasi di pasar-pasar tradisional di Kota

Pekanbaru ini pelaku usaha telah mengabaikan hak konsumen yang

4 Sri Arlina, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik
(Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8
Tahun 1999, UIR LAW REVIEW VOL 2, him.321

11
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tercantum dalam pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen:

“Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

menyebabkan kerugian terhadap konsumen karena perbuatannya, maka
pelaku usaha bertanggung jawab mengganti kerugian sebagaimana diatur
dalam pasal 19 ayat 1 UUPK:

“usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang

’

dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.’

12
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Dengan adanya tanggung jawab ganti kerugian yang dilakukan oleh
pelaku usaha dalam UUPK, maka hal ini dapat dikenakan sanksi perdata

akibat perbuatan pelaku usaha berdasarkan gugatan dari konsumen. Selain

para konsumen yang tidak bahwa mereka telah dirugikan dengan

adanya peredaran gula rafinasi tersebut. Dimana masih banyak konsumen
yang tidak mengetahui bawha gula rafinasi bukan gula yang diperuntukkan
bagi konsumen akhir, yang dimana akibat dari peredaran gula rafinasi ini
konsumen mengalami kerugian materil maupun kesehatan dari konsumen
tersebut. Pelaku usaha di pasar-pasar tradisional di Kota Pekanbaru banyak

yang masih memperjual-belikan gula rafinasi kepada konsumen akhir agar

13
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mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Gula rafinasi tidak untuk

dikonsumsi secara langsung. Beberapa pasar tradisional di pekanbaru

memperjual-belikan gula rafinasi secara langsung kepada konsumen. Gula

) raﬁnasi yang
bertentangan

mana menurut

>sia Nomor 01

-

+ R

\C

‘
'.

rafinasi kepada distributor, pedaagang pengecer, dan/atau konsumen.”
Dari sinilah penyusun ingin mengkaji perlindungan terhadap

konsumen agar tidak mengalami kerugian baik dari segi kesahatan maupun

segi materil yang disebabkan pelaku usaha yang mencampur gula pasir

untuk kebutuhan sehari-hari dengan gula rafinasi yang diperuntukan hanya

14
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khusus untuk bahan produksi,yang dimana gula kristal rafinasi memiliki
harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga gula pasir.

Dengan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat karya

r .
o
.

)
v
X

Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peedagangan Gula Kristal

Rafinasi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulis dalam melaksanakan penulisan ini adalah :

1. Tujuan objektif :

15
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a. Untuk mengetahui Pengaturan Pengawasan Hukum terhadap peredaran
gula kristal rafinasi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri

Nomor 1 Tahun 2019 tentang perdagangan gula kristal rafinasi

i

a ¢

’
P
ﬁ
p

Secara praktis
Pembahasan ini dapat memberikan masukan bagi pembaca terutama
konsumen di Indonesia, juga sebagai bahan bagi para akademisi dalam
menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perlindungan
konsumen.

D. Tinjauan Pustaka

16
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1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum ini muncul dari teori hukum alam atau

aliran hukum m. Aliran hukum alam menjelaskan bahwa hukum atau

S
S
o3

s
(@]
=

8
5
g

- R u ¥

+eaNENed
2

=~
o
=]
7
a

hukum bisa dimaksudkan sebagai Perlidungan oleh hukum atau
perlindungan dengan menggunakan pranata serta fasilitas hukum hukum.
Van Dijk dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki menyebutkan jika

“hukum wajib berperan dalam menggapai tujuan damai sejahtra, buat

5 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 24
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menggapai damai sejahtera itu bisa terwujud apabila hukum sebanyak bisa

jadi membagikan pengaturan yang adil.®

merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada

pancasila, dimulai dengan penjelasan tentang konsep serta deklarasi tentang

¢ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
Jakarta 2006, hlm. 12

7 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya,
1987, him.7

8 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2015,
hlm. 20

? Teguh Prasetyo, Sistem hukum Pancasila, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 7
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hak-hak asasi manusia. Pancasila dijadikan sebagai dasar pandangan hidup
dan dasar falsafah Negara bangsa Indonesia. Oleh sebab itu pengakuan

terhadap harkat serta martabat manusia bangsa Indonesia tidakla hasil dari

persetujuan mereka bersa enai  perlindungan hukum internal

semacam itu baru bisa diwujudkan oleh para pihak, manakala peran hukum
mereka relatif sederajad dalam makna para pihak memiliki bargaining
power yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan

berkontrak taip-tiap rekan seperjanjian itu memiliki keleluasaan untuk

19 Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016,
hlm.159
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menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. “Pola ini dijadikan landasan

pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang lagi

digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari tiap-tiap pihak bisa

hukum mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum

represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

1 Ibid, him. 160

12 Ibid, him. 163

13 Philipus M Hadjon, Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif), Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, Surabaya, 1994, him. 36
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Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam

kaidah-kaidah yang mantap dan mmengejawantah dan sikap tindak sebagai

sebesar-besarnya bag an konsumen dan pelaku usaha secara

keseluruhan.

2. Asas keadilandimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

14 Selvi Harvia Santri,dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Orang
Yang Mengalami Kekerasan Dan Pelecehan Seksual, Kodifikasi, 2020, hIm. 46

15 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Pt Rajagrafindo Persada,
Jakarta, 2011, hlm. 1
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konsumen dan pelaku wusaha untuk memperoleh haknya dan
melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan

-
I

AN Nk

yangh berlandaskan pada falsatah negar Republik Indonesia.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, jika diperhatikan
substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:'®
1. Asas keselamatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan

keselamatan konsumen,

16 Ibid, hlm. 26

22



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan

3. Asas kepastian hukum.

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan,

karena menurut Himawan bahwa: “hukum yang berwibawa berarti hukum
yang efisien, dibawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-
haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa

penyimpangan.”!’

17 Ibid, hlm. 28
18 Ibid, hlm. 28
19 Ibid, hlm. 33
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Tujuan adanya perlindungan kosnumen adalah untuk menjamin
kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjualkan barang dan/atau

jasanya serta konsumen sebagai pemakai dari barang dan/atau jasa tersebut.

engandung unsur
akses untuk

al  pentingnya
ang jujur dan

ang menjamin
asa, kesechatan,

suatu barang yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha bukan untuk dipakai
untuk diri sendiri melainkan untuk diperdagangkan. Sedangkan konsumen
akhir adalah mereka membeli siuatu barang dan/atau jasa untuk digunakan

atau dipakai bagi kepentingan diri sendiri, keluarg, makhluk hidup lain.?°

20 Tatik Suryani, Perilaku Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003, hlm. 8
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Istilah konsumen berasal dari alih Bahasa dari kata consumer
(inggris-amerika), atau consument/konsument (belanda). Pengertian dari

consumer atau konsument itui tergantung dalam posisi dimana ia berada.

odusen) setiap orang

) -
\\‘ ’3 . AU jasa nanti

g dan atau jasa

dengan pelaku

yaitu orang-orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk
diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut pasal 1 angka 2
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

2 Ade Mamam Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Gobal, Ghalia Indonesia, Jakarta,
2005, hlm. 25
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tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.?

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan langsung dengan

n hukum itu

keselamatan  dalam

b. Hak untuk memilih dan medapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan

nilai tukardan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

22 J Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006,
hlm. 16

23 Celina TrI Siwi Kristyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.
23

24 Ibid, hlm. 30
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c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

anitomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat
sebagai hak konsumen. Selain hak-hak yang disebutkan diatas tadi, ada juga
hak untuk dilindungi dari akibat negative persaingan curang. Hal ini dilihat
dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering
dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum dikenal dengan

terminology “persaingan curang”(unfair competition)

27
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Sedangkan menurut Sri Susilo, mengatakan bahwa setiap orang,

pada suatu waktu dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok

Bersama orang lain dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk

%

g 4

dang-Undang

an perlindungan

an konsumen

osedur pemakaian
an dan keselamatan

pakati
eta perlindungan kosnumen

Apabila tidak ada an yang memadai, maka konsumen
tidak dapat membedakan bagaimana bentuk gula pasir biasa dengan gula
kristal rafinasi, ini dapat menyebabkan konsumen salah dalam membelio

gula, yang dimana ini dapat membahayakan bagi dirio konsumen itu sendiri

yang akan mendapatkan penyakit yang serius maupun berbahaya.

25Y Sri Susilo, Bank dan Lembaga Keuangan, Salemba Empat, Jakarta, 2000, him. 30
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Sedangkan pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 UUPK
yaitu:

“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik

wkum yang didirikan
\\\‘ .Q z

Lpur .@ i perjanjian
o

JUPK tersebut
am masyarakat
bagai produsen

il bahan baku;

ARALAAN

dirinya sebagi

urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh

pelaku usaha. Urutan-urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut:

a. Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk
tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh

konsumen yang dirugikan.

26 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, op.cit, hlm. 8
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b. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar

negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak

mencakup pelaku usaha di luar negeri.

oduk tidak diketahui,
sumi “
v 5

nbeli barang

Sedangkan pengertian jasa pada pasal 1 angka 5 UUPK adalah:

“jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang

>

disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.’

7 Ibid, him. 10
8 Ibid, him. 14
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pengertian jasa di dalam pasal 1 angka 5 yang menyebut kata “bagi
masyarakat”, memberikan kesan bahwa jasa yang dimaksud haruslah jasa

yang ditawarkan kepada lebih dari satu orang. Ini berarti, jasa yang

diperdagangkan;
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya”

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut pasal 7 UUPKialah:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

31
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b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan

penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

dan/atau jasa yang diterima ata anfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.

Tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi

tentang suatu barang dan/atau jasa tersebut dan menurut pasal 8 huruf a

maka pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan

barang dan/atau jasa yang tidak memenubhi atau tidak sesuai dengan standar

yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Maka apabila

32
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pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut maka konsumen dapat

mengalami kerugian dari perilaku pelaku usaha tersebut baik kerugiasn

materil maupun kerugian dari segi fisik.

dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan
pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (/ilability without based on fault)
dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (/ilability without

fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab

29 Andi Hamzah, Kumus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, him. 17
30 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 30

31 Titik Triwulan & Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta,
2010, hlm. 19
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mutlak (strick liability).3* Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar

kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab

karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya

kesalahan (concept of interminglend).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa
mempersoalkan  kesalahan (stirck liability), didasarkan pada

perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya

32 Ibid, him. 49
33 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, him. 27
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meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian

yang timbul akibat perbuatannya.

dikemas dalam bentuk sa ode yang digunakan adalah metode
yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan Pustaka, data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.

Moses Pangeran L dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Program Studi Reguler Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi

Depok Juli 2012 Universitas Indonesia, tentang “Tinjauan Yuridis Aspek

35
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Gula Impor Dan Gula Rafinasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha
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memiliki relevansi
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dengan penelitian
Hukum Universitas yang akan dilakukan
Katolik mendistribusikan gula peneliti yaitu secara
Parahyangan, rafinasi ke hotel-hotel garis besar objeknya

tentang “ Analisis dan café yang dimana di | adalah Gula Rafinasi

Tanggung Jawab temukan peniliti pada namun perbedaannya
Pelaku Usaha suatu hotel yang adalah Marisa meneliti
Terhadap Peredaran | menyediakan gula peredaran gula rafinasi
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Gula Rafinasi Yang
Di Konsumsi Oleh

Konsumen Di

Depok Juli 2012
Universitas
Indonesia, tentang
“Tinjauan Yuridis
Aspek
Perlindungan

Pengusaha Kecil

rafinasi dalam bentuk

sachet.

wilayah Indonesia

pada hotel-hotel dan
cafe sedangkan
peneliti melakukan

penelitian terhadap

dapat merugikan
petani gula dan
UMKM yang berada
di Indonesia. Tetapi
peneliti disini tidak
meneliti tentang
kerugian yang
dialamin UMKM

melainkan Kerugian
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Dan Petani Gula yang dialami

Dalam konsumen akibat

Pendistribusian mengkonsumsi gula

' € ‘
; ’a | .* a penulis memberikan
batsan-batasan tenta . a rdapat dalam judul dan ruang
lingkup penelitian Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Gula
Kristal Rafinasi Oleh Pelaku Usaha di Kota Pekanbaru Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019.
Perlindungan adalah tempat berlindung dan hal (perbuatan dan

sebagainya) memperlindungi. Perlindungan secara umum  berarti

mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat
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negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.

Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang

diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah.*

Perlindungan konsumen adalah suatu perangkat hukum yang
diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.
Kementrian perdagangan adalah kementrian dalam pemerintahan

Indoneisa yang membidangi urusan perdagangan.

34 https://kbbi.web.id/lindung, diakses pada tanggal 01 Januari 2022 pukul 09.00
35 Philip Kotler, Principles Of Marketing, New Jersey, 2010, hlm. 42

36 https://paralegal.id/pengertian/gula-kristal-rafinasi-refined-sugar/, diakses pada 18 April 2022
pukul 13.00
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F.Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas penulis yang menjadi

tujuan dari peneltian ini, maka agar hasil dari penilitian ini dapat

survai, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung
turun kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan
dengan penelitian penulis ini. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke
tempat yang dijadikan objek permasalahan dalam penelitian dengan

mempergunakan wawancaradan kuesioner sebagai alat pengumpulan data
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yang pokok.” Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini

bersifat deskriptif, yang dimana maksudnya adalah penelitian ini

menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai gula rafinasi yang

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi
penelitian di toko-toko kelontong dan pasar-pasar tradisional yang berada

Kota Pekanbaru.

37 Effendi, M. S., Metode Peneltian Survai, LP3ES, Yogyakarta, 2010, him. 33
3% Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2014, him. 28
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4. Populasi dan Responden
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang

sama.’ Responden adalah orang-orang yang dimintai tanggapan dari

Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog atau
percakapan (tanya jawab) kepada responden

b. Kuesioner

3% Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 3

40 https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/responden-adalah/, diakses pada tanggal 5 agustus
2002, pukul 10.33
41 Ashshofa B, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, him. 47
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Yaitu data yang penulis peroleh dengan cara memberikan daftar

pertanyaan atau angket kepada responden sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

6. Analisis data dan cara penarikan kesimpulan
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BAB 11

TINJAUAN UMUM

dan/atau jasa tertentu,

onsumen pada prinsipnya juga
memerlukan perlindungan hukum universal. konsumen secara umum versus
posisi produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, misalnya dalam hal

ekonomi dan pengetahuan, mengingat produsen adalah mereka yang

42 AZ Nasution, Op.Cit, hlm. 22
43 Zuham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group,Jakarta, 2013,

him. 21
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ISIIATU

nery wejsy sej

memproduksi barang, sedangkan konsumen hanya membeli produk yang

sudah tersedia di pasar.

pesatnya
mendorong
jasa yang
melacak dan

a tidak langsung,

dan

e. Mengintegrasikan pelaksanaan, pengembangan, dan pengaturan

perlindungan konsumen dengan bidang perlindungan lainnya.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

* Ibid, him. 30
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a. Asas Perlindungan Konsumen

“Menurut Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsum perlindungan konsumen

orang dan memberikan kese epada konsumen dan pelaku ekonomi

untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas Perimbangan

4 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit, him.25
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Asas perimbangan dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan
material dan intelektual antara kepentingan konsumen, pelaku ekonomi, dan

negara.

,
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baik pengusaha

melaksanakan

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen

bertujuan:

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri

2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam meilih, menetukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

47



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

4)

5)

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi;

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha;

yang menjamin
jasa, kesehatan,

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah

“konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

46 J Sidabalok, Op.Cit, him. 14
47 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indoneisa, PT.Grasindo, Jakarta, 2003, him.

2
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“Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap

orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik

4)

5)

digunakan oleh konsu

Barang dan/atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat
Barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan telah tersedia di
pasaran, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk
mengkonsumsinya.

Barang dan/atau jasa digunakan untuk kepentingan diri sendiri,

keluarga, orang lain atau makhluk hidup Dalam hal ini tampak adanya
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teori kepentingan pribadi terhadap pemakaian suatu barang dan/atau

jasa.

6) Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan Pengertian konsumen

kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan pribadi
berarti tuntutan yang harus dipenuhi. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa hak adalah persyaratan yang ketaatannya dilindungi oleh hukum.*’

48 J Sidabalok, Op.Cit, him. 14

49 Sudikno Metokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.
20
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Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal, yaitu:>

A. Hak manusia karena kodratnya;

(2) hak konsumen sebagai st dan warga negara (yang bersumber

dari undang-undang/ hukum); dan

(3) Hak konsumen sebagai pihak yang mengadakan kontrak (dalam

hubungan kontraktual dengan pelaku professional konsumen).

50 J Sidabalok, Op.Cit, hlm. 20
51 J Sidabalok, Op.Cit, him. 30
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Masyarakat Ekonomi Eropa menetapkan hak-hak dasar konsumen

(warga Masyarakat Eropa) untuk dilindungi dalam undang-undang negara-

negara Eropa, yaitu:’?

DI disay yepepe fur udwnyo(

Hak untuk didengar pe eluhannya atas barang dan/ atau jasa
yang digunakan;

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

e) Hak untuk memdapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f) Hak untuk memdapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

32 J Sidabalok, Loc.Cit
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h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk

tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Kebebasan memilih ini berarti
bahwa tidak ada unsur paksaan atau penipuan dari pihak agen.
c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan benar tentang kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa; Hak atas informasi yang jelas dan benar

33 Ibid, hlm. 33
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dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang benar tentang suatu
produk kepada konsumen, karena dengan adanya informasi tersebut
konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengan

kebuti ‘ \ erhindar _da ‘ ibat kesalahan dalam
_— TS 'o.‘

tentu memahami barang dan/atau jasa tersebut, sedangkan di sisi lain
konsumen sama sekali tidak memahami proses yang dilakukan oleh
pelaku komersial. Dengan demikian, posisi konsumen lebih lemah
dibandingkan dengan pemain komersial. Oleh karena itu, konsumen
harus ditawarkan upaya advokasi, perlindungan, dan penyelesaian

sengketa yang wajar.
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f) Hak atas nasihat dan pendidikan konsumen; Konsumen berhak atas
nasihat dan informasi tentang konsumsi barang dan/atau jasa. Produsen

dan pelaku komersial harus memberikan informasi yang benar dan

o
F
ma
P
w ,

bl LY

musyawarah (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui
jalur peradilan.

i) Hak yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sesuai dengan kedudukan Anda sebagai konsumen berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya ketentuan ini
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membuka kemungkinan berkembangnya ide-ide tepat waktu untuk hak-
hak konsumen baru di masa mendatang.

“Kewajiban Konsumen Menurut Pasal 5 Undang-undang Republik

.
e
©

@
-
cara
”

penting untuk diatur. Pentingnya kewajiban ini bermula dari kenyataan
bahwa operator komersial sering kali memberikan peringatan yang jelas
pada label produk, tetapi konsumen tidak membaca peringatan yang

diberikan kepada mereka.

5% Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit, hlm. 48
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b) itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
Adapun kewajiban konsumen yang beritikad baik hanya terfokus pada

pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja karena peluang

onsumen dengan

UUPK berlaku

Adanya kewajiban-kewajiban yang diatur dalam UUPK tersebut
dianggap wajar karena kewajiban ini berfungsi untuk menyeimbangkan
hak-hak konsumen agar dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian

sengketa yang tepat terkait dengan perlindungan konsumen..>

35 Ibid, hlm. 50
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2. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

ang menghasilkan

N !nu\‘ .?g d
P

setiap orang perorangan @ usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

56 J Sidabalok, Op.Cit, him. 13
57 Ibid, him. 28
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sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

1an apabila barang
nsumen tidak sesuai

diuraikan sebagai beriku

1) Dengan niat baik; Kewajiban niat baik menyiratkan bahwa produsen
mengembangkan bisnis mereka dengan itikad baik, yaitu. H. dengan

ketekunan, kepatuhan terhadap peraturan dan tanggung jawab penuh.

58 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit, hlm. 73
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2) Penyediaan informasi: Kewajiban informasi berarti bahwa produsen dan

pelaku komersial memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada

masyarakat konsumen tentang produk dan segala hal yang relevan terkait

akibat tidak dapat digunakannya produk untuk memenuhi kebutuhan
sesuai fungsinya dan karena produk yang diterima tidak sesuai dengan
fungsinya. sesuai dengan kesepakatan.

c. “Larangan bagi Pelaku UsahaMenurut Pasal 8 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

larangan bagi pelaku usaha adalah:
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1) Larangan sehubungan dengan berproduksi dan memperdagangkan
barangdan/ataujasa.

a) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan

u kemanjuran
gterangan barang

ses pengolahan,
nyatakan dalam

am label, etiket,
g dan/atau jasa

atau jangka waktu
barang tertentu;

pernyataan “halal” yang

(9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat
nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan
pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku
usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan
harus dipasang/dibuat;

(10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang

dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
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b) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau
bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan
benar atas barang dimaksud.

c) Pelaku usaha dllarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan

“Kewajiban produsen-pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik
dalam melakukan kegiatan usahanya (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen)” berarti pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk

59 J Sidabalok, Op.Cit, hlm. 80
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menciptakan iklim berusaha yang sehat demi menunjang pembangunan

nasional.

terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang kelalaian membayar ganti rugi

kepada konsumen (Pasal 19 ayat (2) dan (3)).”

“Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada
produsen-pelaku usaha diatur di dalam Pasal 62 Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:
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a) Pidana penjara paling lama 5 tahun atas pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1)
huruf a,b, c, dan e, ayat (2); dan Pasal 18.

b) Pidana penjara paling lama 2 Tahun atau denda paling banyak Rp.

pengembalian uang atau an barang dan/atau jasa yang sejenis

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi.

4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan
pembuktian lebih Injut mengenai adanya unsur kesalahan.

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku

apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut

merupakan kesalahan konsumen.”

64



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

“Yang dimaksud dengan Pasal 19 Undang-undang Perlindungan

Konsumen ini adalah jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya

kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena

bentuk

undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen antara lain:®!

a) Product liability

%0 Ibid, him. 83

o1 Sylvia Diansari,dkk, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan

Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2010, him. 5
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Product liability adalah tanggungjawab perdata terhadap produk
secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen

akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk

alam Pasal 19

bahwa:

dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22
Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa
pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus
pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang
Perlindungan Konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian

yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku
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usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian. Jadi,
kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan
kepentingan konsumen harus disertai pula analisis mengenai siapa yang

ai batas mana

pemanis atau
ari penyediaan
dari tebu), lalu
eliputi: screening,

i, sortasi, dan

berbagai kebutuhan industri di Indonesia, khususnya industri pengolahan
makanan dan minuman serta farmasi yang memproduksi obat-obatan

maupun jamu.

62 https://agri.or.id/blog-gula-rafinasi/blog-edukasi-and-informasi-gula-kristal-rafinasi-episode-6-
fakta-gula-kristal-rafinasi-di-indonesia (diakses pada 21 Mei 2022, Pukul 13.30)
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Gula kristal rafinasi ini hanya dapat diperdagangkan dan
didistribusikan kepada industri seperti industri pengolahan makanan dan

minuman pada khususnya dan tidak boleh diedarkan secara langsung

2020, terdapat 11 produse ristal rafinasi yang tergabung dalam
Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi di
Indonesia. Berikut nama dan lokasi pabrik produsen gula kristal rafinasi

sesuai urutan berdirinya adalah sebagai berikut:

1. PT. Angels Products

Lokasi Pabrik: JI. Raya Bojonegoro Km 7, Serang -Banten
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2. PT. Jawamanis Rafinasi

Lokasi Pabrik: JI Raya Anyer Km 11, Ciwandan, Cilegon — Banten

Ampel, Kab. Serang — Banten.

8. PT. Makassar Tene

Lokasi Pabrik:Kawasan Pergudangan & Industri Parangloe Indah, J1

Prof Dr. Ir. Sutami No. 38, Makassar — Sulawesi Selatan

9. PT. Berkah Manis Makmur
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Lokasi Pabrik:Jl Raya Jakarta Km 62,5 Desa Cikande, Serang — Banten.

10. PT. Andalan Furnindo

t. Sejalan dengan
_*' sar, produksi pada tingkat

)
LI 2
industri kecil dan meneng alami kenaikan atas permintaan gula
kristal rafinasi yang disebabkan oleh jumlah industri kecil dan menengah

yang terus bertambah.

Berkembangnya industri gula kristal rafinasi di Indonesia sejalan
dengan berkembangnya industri makanan, minuman dan farmasi serta
industri pengguna lainnya. Pertumbuhan ini tentunya memberikan dampak

positif dan kontribusi yang cukup besar bagi negara Indonesia.
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A. Kontribusi Industri Gula Kristal Rafinasi Bagi Industri di Tanah Air

Industri gula kristal rafinasi berkontribusi penting bagi berbagai

rafinasi antara lain:

1.

Mengisi kebutuhan gula rafinasi yang selama ini belum dicukupi oleh
produksi gula tebu lokal.

Penghematan biaya bagi industri pengguna gula rafinasi seperti industri
makanan, minuman dan lainnya karena tidak diperlukannya stok gula

rafinasi dalam jumlah besar. Industri pengguna dapat membeli gula
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rafinasi dalam jumlah minimal yang secukupnya saja untuk proses

produksi segera (hand-to-mouth buying).

3. Melalui kontrak pembelian, industri pengguna gula rafinasi dapat

antara lain adalah:

1. Mengurangi ketergantungan impor gula kristal rafinasi

2. Peningkatan pendapatan pajak bagi negara, termasuk diantaranya pajak
penghasilan badan usaha dan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Peningkatan pendapatan bea masuk impor bagi negara, terutama untuk

bahan baku gula mentah.
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4. Penghematan devisa mata uang asing karena impor bahan mentah yang
lebih murah harganya dan lebih banyak ketersediaannya di luar negeri

ketimbang mengimpor barang jadi yang lebih mahal. Stok gula mentah

1 yang dikenal

gula setengah

sumber bahan baku berupa tebu dan belum mampu memenuhi
persyaratan mutu gula mentah yang sesuai quality plan dan Standar
Nasional Indonesia (SNI).

8. Salah satu negara produsen gula mentah atau raw sugar adalah Australia
yang memasok kebutuhan bahan baku bagi produsen gula kristal rafinasi

di Indonesia. Gula mentah asal Australia ini masih terdiri dari 98%
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sukrosa, bahan pengotor bukan gula di antaranya 0.22% (glukosa &

fruktosa), 0,37% bahan organik (gum, asam amino dan kompon warna

yang berasal dari tebu), 0,37% abu (garam kalsium dan potassium), dan

Sistem Matrix telah diperkenalkan dan wajib di dunia industri dan
perdagangan. Wajib bagi masyarakat untuk mengkalibrasi dan

mengkalibrasi ulang. Sebuah badan khusus dibentuk untuk melaksanakan

%3 http://dagtri.pekanbaru.go.id/index.php/visi-misi/ (diakses pada 21 Mei 2022, Pukul 14.00)
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dekret 1923 (Dienset Van Het Ijkwejen), yang merupakan cikal bakal
Direktorat Metrologi.

Awal berdirinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

perdagangan dan bidang perindustrian

5. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang
perdagangan dan bidang perindustrian.pembinaan pegawai di

lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
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BAB III

Hasil Penelitian dan Pembahasan

an i aran Gula Kristal
2 INSES A )y '*6,
£ ula Kristal

Menteri

ari bisnis yang

perlindungan

4. Hak untuk didengar (the right to her heard)®*

Keempat hak dasar tersebut di atas diakui secara internasional.
Dalam perkembangannya, organisasi konsumen anggota International

Organization of Consumers Union (IOCU) menambahkan beberapa hsk,

% Shidarta, Op.Cit, hlm 19
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seperti hak atas pendidikan konsumen, hak atas kompensasi dan hak atas
lingkungan yang baik dan sehat.

Topik perlindungan konsumen tidak akan pernah ada habisnya dan

elama ada konsumen

arena itu,

o

yak bermunculan

&
F 4
2

rafinasi dilarang menjual gula kristal rafinasi kepada distributor, pedagang
pengecer, dan/atau konsumen.”

Sangat jelas bahwa gula kristal rafinasi tidak dapat diedarkan atau
diperjualbelikan kepada konsumen. Hal ini dikarenkan gula kristal rafinasi
berdasarkan pasal 1 poin 1 dijelaskan bahwa gula kristal rafinasi (refined

sugar) adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan
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nery wejsy sej

penolong dalam proses produksi, yang memenuhin SNI yang diotetapkan

wajib oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perindustrian.

J.

NN

13 | Lina Toko Grosir Sembako
14 | Indah Toko Harian

15 | Ika Toko Harian

16 | Suyana Toko Sembako

17 | Erna Toko Sembako

18 | Supri Toko Sembako
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saudara

aNNENENE

32
@“

s
=
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aln . : _g_\n
<D “‘\\Q‘!i ko

19 | Dayat Toko Harian

20 | Yanto Toko Grosir Sembako
21 | Fahmi Toko Harian

22

"

‘\"h

A U

Konsumen yang tidak mengetahui gula kristal rafinasi

No. Jawaban Konsumen Jumlah Presentase
1 Ya - -
2 Tidak 30 100%
Jumlah 30 100%

Sumber Data Olahan Penulis Tahun 2022
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Dari table diatas menunjukan bahwa konsumen konsumen yang

tidak mengetahui gula kristal rafinasi sebanyak 30 orang atau 100%.

Konsumen menganggap bahwa gula yang beredar di pasaran itu merupakan

+ AT AN

; ‘:ﬁ

kristal rafinasi tersebut sebagai bahan produksi bukan untuk diberikan
secara langsung kepada konsumen.

Pada umumnya konsumen tidak mengetahui bahwa gula kristal
rafinasi yang dijual pelaku usaha tersebut tidak untuk diperjualbelikan
secara langsung kepada konsumen. Oleh karena itu informasi yang jelas,

benar dan jujur dari pelaku usaha memegang peranan penting. Sebelum
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pelaku usaha tersebut menggunsakan dananya untuk mengadakan transaksi

dengan konsumen mengenai barang dan/atau jasa tersebut. Kejujuran

mengenai keterangan barang dan/atau jasa itu diperlukan konsumen dalam

rekomendasi Menteri atau pejabat yang ditunjuk.”
Maka terhadap pelaku usaha yang melakukan atau mengedarkan
gula kristal rafinasi tersebut dapat dikenai ““,pasal 62 undang-undang nomor

8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yatu:

5 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Jaminan, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 6
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(1) pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8,
pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1), huruf a,huruf

b,huruf c¢,huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara

negara asal.

Pemohon pengajuan edar diajukan secara tertulis kepada kepala
BPOM dengan mengisi formulir dan disket pendaftaran dengan sistem
registrasi elektronik yang telah ditetapkan, untuk dilakukan penilaian. Ijin

edar yang di maksud berlaku 5 tahun.
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Gula kristal rafinasi yang telah memperoleh ijin edar dapat

dilakukan penilaian kembali oleh kepala badan. Penilaian kembali

dilaksanakan apabila ada data atau informasi baru berkenaan dengan

teknis dan penerapan cara pembuatan gula kristal rafinasi yang baik,
mengembangkan usaha di bidang pangan. Pengawasan gula kristal rafinasi
dilakukan Oleh Kepala BPOM. Mencakup pelaksaan fungsi sekurang-
kurangnya standarisasi penilaian, sertifikasi. Pemantauan, pengujian,
pemeriksaan, penyidikan, yang dilakukan terhadap kegiatan produksi

import, peredaran penggunaan, dan promosi gula kristal rafinasi. menjamin
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mutu dan keamanan gula kristal rafinasi yang beredar. Meningkatkan

kemampuan teknis dan penerapan cara pembuatan gula kristal rafinasi yang

baik, mengembangkan usaha di bidang pangan.

Penulis melalui kuesio yang disebarkan kepada responden yang
terdiri dari konsumen dengan mengajukan pertanyaan, “apakah saudara
mengerti dalam membeli suatu bahan gula legal dan yang illegal?” Adapun

jawabannya dapat dilihat dalam bentuk table dibawah ini:
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Tabel I11.3

Mengerti dalam membeli suatu gula legal dan ilegal

No. Jawaban Konsumen Jumlah Presentase

-

apakah banyak konsumen yang membeli gula kristal rafinasi yang bapak/ibu

jual?” Adapun jawaban dari pelaku usaha yakni lumayan banyak karena
gula merupakan bahan pokok dalam membuat suatu makanan dan
minuman.

Wawancara penulis dengan Bapak Riznaldi Ananta Pratama,

mengajukan pertanyaan ‘“Bagaimana upaya pengawasan diseprindag
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terhadap gula kristal rafinasi yang beredar dipasaran?”” Adapun jawaban dari

disperindag adalah bentuk pengawasan yang dilakukan disperindag yaitu

melakukan operasi gabungan dengan instansi pemerintah yang lainnya

konsumen. Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 memberi
pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada
konsumen.

Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai gula krital rafinasi

yang menyebabkan konsumen merasa tidak dirugikan atas peredaran gula
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kristal rafinasi di pasaran maupun toko sembako yang ada di Kota
Pekanbaru tersebut. Setelah peneliti memberi tahu bahwa gula kritsal

rafinasi adalah gula gula yang tidak boleh diperjual belikan secara langsung

‘\
ndi
| P

isa
[ 4
2
v

mengiraukan syarat-syarat beredarnya suatu produk bahan pangan
menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya konsumen yang
mengkonsumsi gula kristal rafinasi tersebut. Konsumen secara harfiah
memili arti, orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau

menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan
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suatu persediaan atau sejumlah barang.®® Oleh karena itu pemerintah harus

melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan

oleh pelaku wusaha atau produsen bahan pangan. Pengawan yang

kepentingan masyarakat.®’
Perlindungan hukum merupakan segala upaya untuk melindungi

subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku

66 Abdul Hakim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen (kajian teoritis dan perkembangan
pemikiran), Nusan Media, Bandung, 2008, hlm.7
7 Wahyu Simon Tampubolon, upaya perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari undang
undang perlindungan konsumen, Jurnal Ilmiah Advokasi, 2016, hlm. 73
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dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum
berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu:%®

1. Perlindungan Hukum Preventif perlindungan hukum yang diberikan oleh

'ﬁﬁ memberikan

Penulis melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yang
terdiri dari konsumen dengan mengajukan pertanyaan “ Apakah saudara
mengetahui bahwa pemerintah memberikan perlindungan terhadap

konsumen dalam mengkonsumsi produk bahan pangan (gula kristal

8 Philipus M Hadjon, Op.Cit, hlm. 30
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rafinasi) tanpa izin edar di pasaran maupun toko kelontongan maupun toko

sembako?”” Adapun jawabnnya dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 111.4

yang cukup mengetahui ba pemerintah  memberikan perlindungan
dalam mengkonsumsi produk bahan pangan (Gula kristal rafinasi ) tanpa
izin edar di pasaran dan toko kelontongan maupun toko sembako sebanyak
9 orang atau 30%, dan yang tidak mengetahui bahwa pemerintah
memberikan perlindungan dalam mengkonsumsi produk bahan pangan

(Gula kristal rafinasi) tanpa izin edar di pasaran dan toko kelontongan

maupun toko sembako sebanyak 12 orang atau 40%. Hal ini dapat kita lihat

90



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

bahwa masih banyak konsumen yang tidak mengetahui bahwa pemerintah
memberikan perlindungan terhadap konsumen yang mengkonsumsi atau

membeli produk bahan pangan (Gula kristal rafinasi) yang tidak memiliki

ELE Y

gkan dengan

yan Konsumen,

-WB/ALY

rafinasi tersebut tidak boleh diperjualbelikan di pasaran,toko kelontongn,
maupun toko sembako?” Adapun jawabannya dapat dilihat dalam bentuk

table dibawah ini:
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Tabel I11.5

Menerima penyuluhan dari pemerintah mengenai produk gula kristal

rafinasi tidak boleh diperjualbelikan di pasaran,toko

gula kristal rafinasi yang tidak'b diperjual-belikan dipasaran ?”” Adapun
jawaban dari pelaku usaha yakni ada, pemerintah melakukan penyuluhan
langsung ke pelaku usaha, biasanya di berengi dengan sidak ke toko-toko
yang berada di pasar bawah.

Wawancara penulis dengan Bapak Riznaldi Ananta Pratama,

mengajukan pertanyaan “Apakah Dinas Perindustrian dan Perdagangan

pernah melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai gula kristal
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rafinasi tidak boleh diperjualbelikan di pasaran?” Adapun jawabnnya adalah

iya kami selalu memberikan penyuluhan secara langsung ke masyarakat dan

melalui iklan-iklan di radio maupun televisi.

b,huruf c¢,huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5(lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah).”

Penulis melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yang
terdiri dari konsumen dengan mengajukan pertanyaan “ apakah saudara

tahu bahwa gula kristal rafinasi tersebut tidak boleh dijual di pasaran
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lansgung kepada konsumen?”” Adapun jawabannya dapat dilihat pada table

dibawah ini:

Tabel I11.6

- ik

diperjualbelikan

LRAHQY

ari data diatas

Wk

asi tersebut tidak

murah dari gula pa q ﬁ ‘;‘@‘ a kristal rafinasi dijual secara
eceran.

Wawancara penulis dengan salah satu pelaku usaha mengajukan
pertanyaan “Adakah disperindag melakukan control atau kunjungan ke toko
saudara dalam kurun waktu tertentu?” Adapun jawaban dari pelaku usaha
adalah ada, kunjungan kunjungan dari disperindag, ledatangan mereka tidak
tentu untuk mengontrol, terkadang bisa 3 (tiga) bulan sekali atau 6 (enam)

bulan sekali.
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Wawancara penulis dengan Bapak Riznaldi Ananta Pratama, dengan
mengajukan pertanyaan “ Bagaimana cara untuk mendapatkan gula kristal

rafinasi dari produsen gula rafinasi tersebut?” Adapun jawabannya

GKR dapat

kecil 25ton.

Konsumen merasa dirugikan terhadap peredaran gula kristal rafinasi

di pasaran
No. Jawaban konsumen Jumlah Presentase
1 Ya - -
2 Cukup dirugikan - -
3 Tidak 30 100%
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Jumlah 30 100%

Sumber data olahan penulis tahun 2022

Dari table diatas menunjukan bahwa konsumen yang tidak merasa

A\

o pasaran sebanyak 30

&%‘0“ .’ mi kerugian

AN

=
a1

N
3
<
o
=
gQ
g
(@]
2
=3
g

perti apa yang diberikan Dinas
Perindustrian ~dan  Perdagangan kepada pelaku usaha yang
memperjualbelikan gula kristalr rafinasi di pasaran?” Adapun jawabannya
adalah kami memberikan sanksi berupa penarikan produk gula kristal
rafinasi tersebut yang diperjualbelikan pelaku usaha di pasaran dan apabila

nanti pelaku usaha masih memperjualbelikan gula rafinasi tersebut maka
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kami akan melakukan penutupan terhadap toko yang dimiliki oleh pelaku

usaha tersebut.

Adanya kewajiban konsumen yang terdapat dalam pasal 5 undang-

pelanggaran terhadap pasal 8 ayat 1 dan 2 dilarang memperdagangkan
barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”
Dalam hal ini yang berwenang menarik barang dan atau jasa dari peredaran
adalah Menteri.

Penulis melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yang

terdiri dari konsumen memberikan pertanyaan ‘“Apakah saudara
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mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk gula yang anda beli
kepada pelaku usaha ?”” adpun jawabnnya dapat dilihat dalam bentuk table

dibawah ini:

‘ Tabe
Sl 13

- eng

r‘
:

Zé
—
S
<
=

VYA ) )

?‘ Q
.aaﬂ

diperjualbelikan dipasaran angsung kepada konsumen. Harusnya
pemerintah bisa memberikan informasi tentang izin edar melaui media-
media yang ada, contohnya memasang iklan di televisi yang bisa diakses
semua masyarakat.

Wawancara penulis dengan pelaku usaha mengajukan pertanyaan *

Apakah ada konsumen yang menanyakan bawha produk tersebut ada izin

edar atau tidak?” Adapun jawaban dari pelaku usaha yakni selama ini belum
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ada yang menanyakan produk yang saya jual sudah ada izin edar atau belum

tapi kalua mereka membeli biasanya mengecek tanggal kadaluarssa ke

kemasan produk yang ingin dibeli.

dimusnahkan dengan peraturan yang berlaku.

Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
menghimbau agar konsumen tidak dengan mudah percaya dengan produk
yang ditawarkan oleh pelaku usaha, apabila konsumen merasa ragu maka
konsumen bisa dengan mudah mengecek produk tersebut di internet,

pastikan kalau konsumen ragu jangan dibeli. Apabila konsumen dirugikan
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dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa seringkali mereka tidak tahu
kemana mereka harus menyampaikan pengaduannya, atau kalaupun mereka

tahu dengan menghubungi pelaku usaha belum tentu memperoleh

an

 ”
z
»

zadila

tentang kewajiban saudara sebagai konsumen?”” Adapun jawabannya dapat
dilihat dalam bentuk table dibawah ini:
Tabel 111.9

Pengetahuan Konsumen Mengenai Kewajibannya Sebagai Konsumen

No. Jawaban Konsumen Jumlah presentase

% Sudaryatmo, Op.Cit, hlm. 23
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1 Mengetahui - -

2 Tidak mengetahui 30 100%

Jumlah 30 100%

Sumber data venulis tahun 2022

W
P VR WA D, —

a mengajukan

agai pelaku usaha?”

kewajiban konsumen dan pelaku usaha ?” Adapun jawaban dari Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yaitu ya pasti kita
memberikan penyuluhan mengenai apa itu pentingnya hak dan kewajiban

konsumen dan pelaku usaha. Namun pada kenyataannya masih banyak baik

dari konsumen maupun pelaku usaha yang tidak tahu tentang kewajiban
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tersebut. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi Disperindag dalam

mecegah peredaran gula kristal rafinasi di pasaran.

Tujuan perlindungan di Indonesia mempunyai empat sasaran antara

kewajibannya agar kedepannya tidak ada pihak yang dirugikan baik secara
materil maupun inmateril.”®

Penulis melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yang
terdiri dari konsumen memberikan pertanyaan “Apakah saudara pernah

menanyakan kepada pelaku usaha bahwa gula yang anda beli merupakan

7 Ibid, him. 35
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gula jenis apa?” Adapun jawabannya dapat dilihat dalam bentuk table

dibawah ini:

Tabel 111.10

pertanyaan “Apakah bapak/ibu beli produk yang dijual dari distributor
atau dari sales?” Adapun jawaban dari pelaku usaha yakni kebanyakann dari
pelaku usaha disini membeli dari distributor, tapi kalua yang membeli dari
sales saya kurang tahu.

Wawancara penulis dengan Bapak Riznaldi Ananta Pratama,

mengajukan pertanyaan “Apa saja hambatan dari Disperindag dalam

melakukan pengawasan gula kristal rafinasi?” Adapun jawaban dari
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disperindag yaitu masih banyak pelaku usaha yang kucing-kucingan dengan
disperindag, atau pada saat ini kami melakukan sidak ke pasaran maupun

toko-toko sembako tiba-tiba rahasia kita bocor karena kita melakukan sidak

erpengaruh  besar
cukup luas dan

y termasuk bahan

Disperindag Pekanbaru perlu meningkatkan koordinasi aktif dan sinergisme
lintas sector dengan instansi Pemerintah Terkait penegakan hukum
diantaranya Kepolisian Republik Indonesia, BPOM.

Penulis melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yang
terdiri dari konsumen memberikan pertanyaan “Apakah saudara pernah

melaporkan gula kristal rafinasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan
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kota Pekanbaru?” Adapun jawabannya dapat dilihat dalam bentuk table

dibawah ini:

Tabel 111.11

Wawancara penulis d pelaku usaha mengajukan pertanyaan
“Adakah konsumen yang mengadu akibat membeli gula kristla rafinasi dari
bapak/ibu?” Adapun jawaban dari pelaku usaha yakni sejauh ini tidak ada
yang mengadu akibat membeli gula dari toko saya.

Wawancara penulis dengan (Bapak Riznaldi Ananta Pratama),

mengajukan pertanyaan “Apakah selama ini ada konsumen yang melapor

ke Disperindag mengenai gula kristal rafinasi yang beredar di pasaran?”
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Adapun jawaban dari Disperindag yaitu pernah ada yang melapor melalui
whatsapp, pelapor meminta kami menindak lanjuti laporanya, tetapi saat

kami minta idenditas pelapor ia tidak mau memberikannya. Laporan

mi turun langsung ke

. !“\“ .’3 men yang

idak mengetahui

juga  enggan

waktu saja jika harus datang ke Disperindag. Konsumen lebih memilih
untuk tidak membeli gula dari suatu toko tersebut dan tidak perlu repot-
repot untuk melaporkannya karena sudah kewajiban dan tugas Disperindag
untuk mengawasi peredaran gula kristal rafinasi tersebut.

Undang-undang perlindungan konsumen memberikan jalan alernatif

dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni
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melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Hal ini ditujukan untuk mengatasi
proses pengadilan yang lama dan formal. Meskipun pada prakteknya tidak

selalu sengketa dapat diselesaikan dengan proses mediasi. Dalam undang-

ye n sengketa konsumen

Sy

\‘e‘a;
TN

5

yang memuaskan pihak yang sedang bersengketa.

2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan
Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya
penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui badan penyelesaian

sengketa tidak berhasil.
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2. Pelaksanaan perlind en terhadap peredaran gula kristal

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

rafinasi di kota Pekanbaru sebenarnya sudah dilakukan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru, tetapi hanya saja
masyarakat di Kota Pekanbaru masih kurang pengetahuan terhadap
perlindungan konsumen itu sendiri. Masih rendahnya kesadaran
konsumen untuk melaporkan jika mendapati produk gula kristal rafinasi

yang beredar dipasaran,toko kelontongan maupun toko sembako di Kota
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Pekanbaru ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

(DISPERINDAG). Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai

kewwajibannya dan kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha
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